
 

 

KEPALA DESA BUMIROSO 

KABUPATEN WONOSOBO 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 73 ayat 

(1)  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021  

tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan 

Dana Bergulir masyarakat Eks PNPM Mandiri 

Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa 

Bersama; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pada 

Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu penyertaan 

modal dari desa dalam pengembangannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan 

Modal untuk Badan Usaha Milik Desa Bersama; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

 

PENYERTAAN MODAL 

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) ARGOBISMO 

KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA BUMIROSO, 

RANCANGAN PERATURAN DESA BUMIROSO

NOMOR      TAHUN 2022 

 

TENTANG 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);   

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

960); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1295); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 

Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 

Wonosobo Nomor 11), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 

Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 

Wonosobo Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Partisipasi Dan Transparansi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 

Wonosobo Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2019 Nomor 5); 

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 

Nomor 64); 

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten 

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2015 Nomor 73); 



20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 

Nomor 74); 

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25); 

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49); 

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48); 

24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 

tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96); 

25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2022 Nomor 97); 

26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 

tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98); 

 

 

27. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4); 



28. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa 

Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3); 

29. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik 

Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Watumalang Kabupaten 

Wonosobo (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2022 

Nomor 3). 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIROSO 

dan 

KEPALA DESA BUMIROSO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL 

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA AGROBISMO 

KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO.  

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah Desa Bumiroso 

2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga permusyawaratan yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun dan ditetapkan 

secara demokratis. 



5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

7. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan 

oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan 

aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 

pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

8. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan 

untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa dan/atau BUM Desa 

Bersama. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal 

bagi BUM Desa Bersama Banyu Mandiri sehingga mampu melaksanakan 

fungsinya dan meningkatkan usaha. 

 

BAB III 

PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal 3 

(1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Bersama 

Agrobismo Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 

5.000.000 (lima juta rupiah) 

(2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan 

kepada BUM Desa Bersama Agrobismo Kecamatan Watumalang Kabupaten 

Wonosobo. 

(3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2023 

(4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kekayaan desa yang dipisahkan. 

(5) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dipertanggungjawabkan oleh BUM Desa Bersama Agrobismo Kecamatan 



Watumalang Kabupaten Wonosobo kepada Kepala Desa Bumiroso Kecamatan 

Watumalang Kabupaten Wonosobo. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bumiroso. 

 KEPALA DESA BUMIROSO 

 

 

 

 SUMARDIN 

 SEKRETARIS DESA BUMIROSO 

 

 

 

 KHOIRUL UMAM 

LEMBARAN DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR .... 

 

Diundangkan di Bumiroso 

pada tanggal                      2022 

 

Ditetapkan di Bumiroso 

pada tanggal                      2022 


